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Dalam rangka tertib administrasi perizinan di bidang usaha pertambangan maka

setiap badan usaha yang akan mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP),
Izin Usaha Pertambangan Khusus . (IUPK), IUP Operasi Produksi khusus untuk
pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan
pemurnian, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IJUJP), dalam akta pendirian badan
usahanya agar memperhatikan hal-hal sebagal berikut:

A.

e

Badan usaha yang akan menjadi pes 1t @@%@hgi\Nllayah Izin Usaha Pertambangan
(WIUP) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) mineral logam dan
batubara serta badan usaha yang akan men a]ukan gemohonan WIUP mineral bukan

logam dan batuan, dalam: encantumkan bergerak di bidang
usaha pertambangan dan e 3 R

“IUP Operasi
akta _h__\__:r‘lyaﬁharus mencantumkan
bergerak di bidang usaha pertambangan dan'dapa dlgabung dengan sektor
perindustrian, perdagangan, perhubungan, energi, dan penanaman modal.

. Badan usaha yang akan mendapatkan [UP Operasi Produksi khusus untuk

pengangkutan dan penjualan dalam akta pendiriannya harus mencantumkan bergerak
di bidang usaha pertambangan khususnya di bidang pengangkutan dan penjualan
mineral dan/atau batubara serta dapat digabung dengan sektor perdagangan,
perhubungan, dan penanaman modal.

Badan usaha yang akan mendapatkan 1UP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan
dan pemurnian dalam akta pendiriannya harus mencantumkan bergerak di bidang
usaha pertambangan khususnya di bidang pengolahan dan pemurnian mineral
dan/atau batubara serta dapat digabung dengan sektor perindustrian, perdagangan,

-perhubungan, energi, dan penanaman modal.

Badan usaha yang akan mendapatkan ili#JP 'dalam akta pendtrlannya harus
mencantumkan bergerak di bidang usaha jasa pertambangan dan dapat digabung
dengan sektor perdagangan, pekerjaan umum, -perhubungan, lingkungan hidup, dan
penanaman modal. '

Bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, C dan D tidak

dapat digabung dengan bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud
pada huruf E dan bidang usaha jasa pertambangan non inti.

G. Dalam hal ...



G. Dalam hal badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan terintegrasi
dengan sektor perindustrian sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B
khususnya industri semen dapat diberikan lebih dari 1(satu) IUP dan/atau lebih dari 1

(satu) jenis komoditas tambang untuk bahan baku semen (batu gamping, tanah liat,
pasir kuarsa dan tras). '

Demikian Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dipatuhi.
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